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KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 19¢ TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL SELUAS 1.400 M2
UNTUK PEMBANGUNAN MESJID BAITURRAHIM SELUAS 1.000 M2 DAN SARANA
PENDIDIKAN TPA/TPSA SELUAS 400 M2 DI KELURAHAN BATIPUH PANJANG

d.

Ll

KECAMATAN KOTO TANGAH
WALIKOTA PADANG,

Bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan sarana peribadatan dan pendidikan
Keagamazn di Jalan Golf No. 18 RT. 02 RW. XIII Kelurahan Batipuh Panjang
(di belakang Kempus [1 UNP) Kecamatan Koto Tangah, perlu diberikan izin
pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial (Fasos) yang akan dimanfaatkan untuk
pembangunan Mesjid Baiturrahim dan sarana pendidikan TPA/TPSA;

Bahwa berdasarkan Saran Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asst Tanggal
22 Januari 2013 perihal Permohonan Legalitas Pemanfaatan Tanah Fasilitas
>0slal dan Surat Kepale Dinas Tata Ruang den Tate Bangunan Kota Padang
Nomor 591 /7.82/DTRTB-TR/2012 Tanggel 5 Oktcber 2012, tanah yang akan
dimanfaatkan untuk pembangunan Mesjid Baiturrenim dan sarana pendidikan
TPASTPSA, sebacaimana dimaksud huruf a adzlah tanah Fasilitas Umum
(Fasum) hasil pengkaplingan No. 726/DTK/REK-PS/1996 an. Nurtini tanggal 15
Januari 1996 yang sudeh direvisi menjedi Fasilitas Sosial (Fasos) dengan Nomor
291/1-U3/DTRTB-T.R/2013 Tangge: 4 Januari:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
diatas perlu menetapkan keputusan Walikota Padang tentang Pemanfaatan
Tanah Fasilitas Sosial seluas 1.400 M2 untuk pembangunan Mesjid Baiturrahim
seluas 1.000 M2 dan sarana pendidikan TPA/TPSA seluas 400 M2 di Kelurahan
Batipuh Panjang Kecamatan Kotc Tangah;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 19556 Nomor 20);

Undang-Undeng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerak
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Womaor 4437) sebagaimana telah ciubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 (Lemoaran Negara Tahun 2008 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Feraturan
“erundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negare Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah
Ketamadya Daerah Tngkat II Padang (Lembaran Negara Tahur 1980 Nomor
25, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomaor
36Y96);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedomen
Teknis Pengelalaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor //PD/1978 tentang Fatwa Perencanzan Lingkungan
(Advis Plenning) Dalam Kotamacya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran
Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Daerah Nomcr 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997
Nomor 136);

Peraturan Daeran Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayan Kota Padang Tahun 2004-2013 (Lembaran Daerzh Kota Padang
Tahun 2005 Nomecer 24) :

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Orgzanisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerzh Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14):

Peraturan Daerah kota Padeng Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10),

MEMUTUSKAN :

Memberi Izin kepada Penqurus Mesjid Baiturrahim Kelurahan Batipuh Panjang
(di belakang Kampue II UNP) Kecamatan Koto Tangah  untuk
memakai/memanfaatkan  Tanah  Fesilitas  Sosial seluas  1.400 M2  untuk
Pembangunan Mesjid Baiturrahim  seluas 1000 M2 dan sarana pendidikan
TPA/TPSA seluas 400 M2 selama 2 (dua) tahun, dan apabila masih dibutuhkan,
dapat dimanfaatkan lagi setelah mendzapatkan izin dari Pemerintah Kota Padanag.

Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Umum
Pemerintah Kota Padang yanqg berasal dari Pengkaplingan Tanah No.726/DTK/REK-
PS/1996 Tanggal 15 Januar 1996 an. NURTINI, dan sudah direvisi menjadi tanah
fasilitas sosial dengan Nomor 591/1-03/DTRTB-T.R/2013 Tanggal 4 Januari 2013.

Setelah jangka wakiu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu habis dan tanah
fasilitas sosial dimaksud masih dibutuhkan izin sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu dapat diperpanjang dengan menyampaikan permchcnan perpanjangan
secara tertulis ke Pemerintah Kota Padang.

Apabila Pemerintah Koiz Padang sewaktu-waktu membutuhkan tanah tersebut
untuk kepeniingan lgin dan atau mendesak, Pengurus Mesjid Baiturrahim Kelurghan
Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah menyerahkan tanah fasilitas sosial
dimaksud dalam keadaan kosong kepada Pemarintah Kota Padang tanpa
rengganti rugi banqunan yang berada diatas tanah fasilitas sosiai tersebut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetepkan, dengan katentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dipeibaiki
xembali sebagaimana mastinya.

Ditetapkan di Pacang
pada tanggal

embusan disampaikan kepada Yth.
Sdr. Ketua DPRD Kota Padang;

Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemko Padang;
Sdr. Camat Kecamatan Koto Tangan

Sdr. Lurah Kelurahan Batipuh Panjang

Sdr. Pengurus Mesjid Baiturrahim;



